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NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha
dan pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan
sarana dan prasarana yang memberikan manfaat sosial
dan ekonomi bagi masyarakat telah ditetapkan Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur;
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b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur;

5. Peraturan Menteri Negera Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3
Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut
KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
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kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung
jawab proyek kerjasama yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan
pembagian risiko antara para pihak.

2. Tata Cara Pelaksanaan KPBU yang selanjutnya disebut Panduan
Umum adalah pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama
yang menjadi acuan bagi penanggung jawab proyek kerjasama dan
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPBU berdasarkan
perjanjian KPBU.

3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan
infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan
infrastruktur.

4. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan
lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada
masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan
ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

5. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut PJPK
adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direksi Badan
Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang
diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.

6. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepala
lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili
kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor
Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi, atau
bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak yang
didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
mewakili kepala daerah bersangkutan.

8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk
Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

9. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha
Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan
Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.

10. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha dan
lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang
melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK dalam
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tahap penyiapan atau dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi
KPBU.

11. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah pengadaan Badan Usaha
dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui metode pelelangan umum
maupun penunjukan langsung.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk
lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka
meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.

15. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana
melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama.

16. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah
pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan
Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

17. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi
Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku
kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi,
akuntabilitas dan efektivitas KPBU.

18. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) adalah proses interaksi
untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor,
perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan.

19. Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik
Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan
gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu
serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha
Pelaksana melalui KPBU.
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20. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai
kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya
aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko,
lingkungan, dan sosial.

21. Studi Kelayakan (Feasibility Study) adalah kajian yang dilakukan oleh
Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme
prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi
Kelayakan.

22. Imbalan Keberhasilan (Success Fee) adalah biaya yang dibayarkan
oleh PJPK dan dapat dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana
kepada Badan Penyiapan yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU
sampai dengan tercapainya pemenuhan pembiayaan.

23. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut
Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

24. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

25. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disebut
BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan
diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan
infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. Daftar Rencana KPBU adalah dokumen yang memuat rencana KPBU
yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan
telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk
ditetapkan sebagai rencana KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam
proses penyiapan.

Pasal 2

Panduan Umum bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
dan pemangku kepentingan mengenai tata cara pelaksanaan KPBU
dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur; dan

b. memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
untuk mengatur tata cara pelaksanaan KPBU sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
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